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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai Peran Koordinasi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca 

Banjir Bandang Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores 

Timur, penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi anatara BPBD Kabupaten 

Flores Timur dengan instansi vertical dan koordinasi horizontal belum berjalan 

baik dan efektif, adapun rincian kesimpulan se4bagai berikut: 

6.1.1 Koordinasi Vertikal 

Berdasarkan hasil analisi terkait koordinasi melakukan konsultasi BPBD 

Kabupaten Flores Timur telah melakukan konsultasi secara vertical dengan BPBD 

Provinsi dan BNPB mengenai progam rekonstruksi dan rehabilitasi melalui 

aplikasi PUSDALOPS, konsultasi tersebut dilakukan karenakan anggarannya 

berasal dari pusat dan hal-hal yang dikonsultasikan adalah terkait pembangunan 

rumah sebanyak 195 unit termasuk 64 rumah khusus di Desa waiburak. Selain 

rumahBPBD juga melakukan konsultasi terkait anggaran pembangunan jembatan 

namun karena anggaran untuk pembangunan rumah sangat besar maka jembatan 

di Desa Waiburak akan dibangun menggunakan anggaran dari APBD 2 kabupaten 

Flores Timur dengan nilai Rp. 2.450.000.000.00.sedangkan laporan secara berkala 

sebagai bentuk tanggung jawab dari BPBD kepada BPBD Provinsi maupun 

BNPB mengenailaporan kemajuan pembangunan fisik dilapangan hanya 
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dilaporkan oleh instansi teknis di Kabupaten Flores Timur yang seharusnya BPBD 

perlu berkoordinasi dengan instansi teknis untuk mendapatkan laporan hasil 

kemajuan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi dilapangan sehingga laporan 

tersebut digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada instansi vertikial 

bahwa BPBD sebagai sebuah lembaga yang mempunyai otoritas dalam hal 

penanggulangan bencana di tingkat daerah juga mempunyai tanggung jawab 

untuk terlibat dalam melaporan kemajuan kegiatan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada instansi vertica 

6.1.2 Koordinasi Horizontal. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa koordinasi Horizontal 

yang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Flores Timur terhadap instansi teknis 

yang ada di daerah dalam kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi belum berjalan 

maksimal hal tersebut dapat dilihat dari tidak dilakukan proses pengendalian 

kegiatan dilapagan secara terus menerus, melaksanakan rapat bersama namun 

tidak secara  rutin dan tidak memonitoring kalender kerja sehingga dalam 

pelaksanaan program kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi terkait pengerjaan 

fisik dilapangan berjalan tidak efektif dan efisien sehingga proses pengerjaan 

kegiatan dilapangan mengalami hambatan dan tidak terselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan berdasarkan kelender kerja. 
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6.2 Saran  

Bertolak dari hasil penelitian serta kesimpulan mengenai Peran 

Koordinasi BPBD dalam Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana 

Banjir Bandang Di Desa Waiburak Kecamatan Adonara Timur Kabupaten 

Flores Timur Tahun 2021, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai 

berikut: 

6.2.1 BPBD Kabupaten Flores Tmurharus lebih meningkatkan kualitas kerja 

dalammembangun koordinasi dan kerjasama, baik melakukan konsultasi 

dan membuat laporan perkembangan perkembangan kegiatan rekonstruksi 

dan rehabilitasi dilapangan. 

6.2.2 BPBD Kabupaten Flores Timur harus mengendalikan kegiatan dilapangan 

maupun dikantor, melakukan rapat secara rutin untuk memantau dan 

mengevaluasi kinerja instansi teknis dilapangan agar kegiatan berjalan 

lancar dan efektif serta memonitor kalender kerja sehingga kegiatan 

terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 
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